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Kejar WTP, Invetarisir Ulang Lahan Pemkot

BENGKULU- DPRD Kota Bengkulu meminta
bila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu ingin
meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK), sebaiknya kembali melakukan inve-
tarisir ulang keseluruhan lahan tanah milik
Pemkot. Pasalnya sejumlah lahan milik Pem-
kot sangat rawan digarap oleh oknum tertentu.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia
Khusus (Pansus) DPRD kota Heri Ifzan, SE,

Heri menyayangkan, sikap Pemkot yang tidak
serius dalam menuntaskan persoalan aset
lahan tanah. Bahkan beberapa lahan tanah
milik Pemkot masih banyak yang tidak terurus
dan bahkan beberapa juga sudah digarap oleh
warga sekitar. “Seperti contoh kasusnya seperti
tanah milik pemkot yang pernah digarap warga
itu di kawasan Pekan Sabtu pernah dibahas
bersama namun belum ada tindaklanjutnya.
Itu salah satu bukti kalau aset tanah pemkot
belum terdata dengan baik. Maka dari itu pem-
kot harus bertindak tegas,” terang Heri.

Heri menyarankan Pemkot untuk membuat
formulasi, sehingga lahan tanah yang ada
di Kota dapat terselamatkan. Dari data yang
diperoleh, kawasan lahan tanah pemkot yang
tidak terurus mencapai puluhan hektar yang
tersebar di beberapa kecamatan.

“Pemkot harus memperkuat langkah
koordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Terutama Pemkot juga harus
mempunyai data fiks terhadap aset tanah yang’
dimilikinya dengan melakukan invetarisir
keseluruhan. Selain itu lahan tanah itu juga
harus dipasang papan merek bahwanya tanah
itu milik pemkot. Sebab selama ini kita lihat
dilapangan rata-rata tidak ada papan merek,’
ujarnya.(new)



